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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti yaitu Implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan 

kesatuan pengelola hutan lindung (KPHL) Ampang Riwo Kabupaten Dompu adalah 

sebagai berikut: 

1. Suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama dengan 

jiwa berbagi antara KPHL Ampang Riwo dengan masyarakat yang berada di 

Desa Serakapi, untuk kepentingan bersama serta mencapai keberlangsungan 

fungsi dan manfaat sumber daya hutan untuk dapat diwujudkan secara optimal 

dan proporsional.  

2. Didalam pelaksanaan kemitraan kurang lebih 40 kelompok yang sudah 

melakukan kemitraan  dan kelompok masyarakat yang telah memiliki ijin usaha 

pemanfaatan hutan ada sebanyak 3 kelompok tani hutan, yaitu 1) Kelompok Tani 

HKm Lara, 2) Kelompok Tani HKm Ncuni, dan 3) Kelompok Tani HKm 

Kramabura. 

Sementara pada penerapan implementasinya terdapat beberapa faktor pendukung 

dan penghambat implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan 

KPHL Ampang Riwo Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut: 
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 Faktor pendukung yaitu: 

1. Terdapat pengawasan dan pelaporan secara masif yang dilakukan oleh 

kelompok tani kepada KPHL Ampang Riwo kabupaten Dompu. 

 Faktor penghambat yaitu: 

1. Masih kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal 

penanaman bibit yang diberikan oleh pemerintah untuk ditanam pada lahan 

atau hutan lindung. 

2. Konflik tenurial di beberapa wilayah hutan KPHL Ampang Riwo, seperti 

terbitnya sertifikat dalam kawasan hutan (sertifikasi kawasan), bangunan-

bangunan publik berupa sekolah, terjadinya perluasan pemukiman dan 

perluasan pemukiman transmigrasi. 

3. Gangguan keamanan hutan berupa pembalakan, perambahan dan pembakaran 

liar yang masih berlangsung sampai saat ini. 

4. Keberadaan lahan kritis dengan kategori potensial kritis seluas 18.467,35 ha 

atau 20,10 % dari luas wilayah KPHL Ampang Riwo perlu mendapat 

perhatian serius. 

5. Belum terbangunnya sinergitas para pihak yang terlembaga dalam 

pengelolaan hutan di wilayah KPHL Ampang Riwo. 

6. Masih terbatasnya SDM KPHL Ampang Riwo baik dari aspek kualitas dan 

kuantitas. Serta 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini maka peneliti dapat 

memberikan saran kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini antara 

lain: 

1. Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KHPL) Ampang Riwo Kabupaten Dompu, 

agar melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi kepada kelompok tani yang 

menjadi mitra dalam melakukan program penghijauan hutan lindung. 

2. Kepada kelompok tani desa Serakapi kecamatan Woja kabupaten Dompu, agar 

melakukan koordinasi dengan pihak KPHL Ampang Riwo untuk bibit tanaman 

yang akan ditanam pada hutan lindung. 

3. Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

pengembangan pola penghijauan hutan lindung dari KPHL Ampang Riwo 

Kabupaten Dompu. 

4. Peneliti berharap penelitian ini dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi 

peneliti selanjutnya pada bidang kebijakan publik lebih khusus pada kebijakan 

implementasi kemitraan kehutanan. 
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